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RINGKASAN

Pendaftaran tanah merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan oleh

Kantor Pertanahan yang dibantu oleh PPAT sebagai pejabat umum yang diangkat

dan diberhentikan oleh BPN yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta

tanah dalam perbuatan hukum tertentu mengenai pemindahan hak atas tanah atau

hak milik atas satuan rumah susun dan akta pembebanan hak tanggungan yang

bertanggung jawab secara administrasi kepada BPN dalam melaksanakan tugas

dan kewajibannya. Dalam kenyataannya PPAT sering mengabaikan peran dan

fungsi jabatannya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang

dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peneliti

menemukan beberapa masalah yang tertera di dalam judul, “Prinsip Pengawasan

dan Pembinaan Kantor Pertanahan Terhadap Pejabat Pembuat Akta

Tanah”.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang : 1) Latar

belakang BPN sebagai pengawas dan pembina PPAT; 2) Prinsip-prinsip yang

melandasi pengawasan dan pembinaan BPN terhadap PPAT; 3) Kewenangan

Kantor Pertanahan sebagai pengawasan dan pembinaan PPAT.

Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan

menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan

pendekatan teleologis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer

dan sekunder. Sedangkan analisis nya dengan menggunakan batu uji, teori, asas,

penafsiran hukum, logika hukum deduksi dan penalaran hukum, agar ditemukan

jawaban atas isu-isu hukum secara preskripsi.

Hasil penelitian : 1) Berpijak dari sejarah pendaftaran tanah di Indonesia

yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

pemegang hak yang bersangkutan. Adapun PPAT sebagai pejabat umum diberi

kewenangan unuk membuat akta-akta tanah dalam perbuatan hukum tertentu

mengenai pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dan

pembebanan hak tanggungan. Hubungan hukum antara PPAT dengan BPN



ix

merupakan hubungan antar lembaga, khususnya mengenai hukum administrasi

pertanahan. Oleh karena BPN yang mengangkat dan memberhentikan PPAT,

maka agar terwujudnya ketertiban hukum administrasi pertanahan perlu adanya

pembinaan dan pengawasan dari BPN terhadap PPAT; 2) BPN dalam

penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT berlandaskan

pada prinsip ketertiban, guna mewujudkan ketertiban hukum administrasi

pertanahan. Prinsip kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan

hukum dihadapan PPAT yang berhubungan dengan hak atas suatu bidang tanah,

satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, menjamin perlindungan

hukumnya bagi para pihak. Sehubungan dalam pembinaan dan pengawasan

terkandung prinsip ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum,

maka pembinaan dan pengawasan merupakan prinsip ketertiban hukum

administrasi pertanahan; 3) Kepala Kantor Pertanahan dalam menyelenggarakan

pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT mendapatkan kewenangan yang

bersifat mandat dari BPN. Sedangkan BPN sebagai lembaga yang mendapat

kewenangan atribusi dari Presiden sebagai delegated legislator. PPAT dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya secara administrasi bertanggung jawab

kepada BPN selaku lembaga yang mengangkat dan memberhentikan PPAT.

Namun apabila PPAT tidak menjalankan tugas dan kewajiban akan mendapatkan

sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara ataupun pemberhentian

permanen oleh BPN atas usulan Kepala Kantor Pertanahan.

Saran : 1) Kepala kantor pertanahan dalam pembinaan dan pengawasan

secara operasional perlu membentuk lembaga Majelis Pengawasan pemeriksaan

PPAT, yang terdiri dari unsur PPAT, akademik, dan pemerintah dengan tujuan

agar PPAT dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar ketertiban hukum

administrasi pertanahan berhasil guna dan berdaya guna, demi dan untuk

menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian

hukum terhadap hak-hak atas tanahnya; 2) Pengaturan tentang PPAT masih diatur

dalam peraturan pemerintah dan secara parsial masuk ke dalam undang-undang

Hak Tanggungan dan Undang-Undang Rumah Susun. Oleh karena itu seyogya
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nya, segera dibentuk Undang-Undang tentang PPAT; 3) Perlu segera dibentuk

Undang-Undang tentang pertanahan yang salah satu substansi dalam normanya

tertera kedudukan peran dan fungsi BPN.
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SUMMARY

Land registration is a national obligation done by land affairs official that

is helped by PPAT as general functionary. It is employed and retired by BPN

which gives authority to make land official certificates in having a certain law

about the change of the land right or possession right in building unit, and the

right responsibility official documents charge that is responsible about the

administration to BPN in doing the duty and the obligation. In fact, PPAT often

ignores its role and position by doing some violations as stated in the legislation

rule. That is why, the researcher found the problems that is stated in this title,

“The Principle of Supervision and Management Land Official towards Land

Official Functionary”

The aim of this research is to investigate and analyze about: 1) BPN

background as supervisor and manager of BPN towards PPAT; 2) Basic principal

that is used as the reason to do supervision and management BPN towards PPAT;

3) The authority of the land official as supervision and management towards

PPAT.

The methodology in this research is normative law research by using

legislation approach method, conceptual, and theology approach. The law material

used is primary and secondary law. Meanwhile, the analysis used artificial test,

theory, principle, law exclamation, logical deduction and logical law in order to

find the answer about the issues prescriptively.

Research result: 1) from the history of the land registration background in

Indonesia.  It gives a certain law and law protection to the right owner about a

land area, a building unit and the other rights that is registered in order to ease the

owner to prove themselves as the land owner. PPAT as general functionary is

given the authority to make land certificates in a certain law about the land right

change or the possession right on a building unit and a charge of responsible right.

The law relationship between PPAT and BPN is a correlation between

institutions, especially about land administrative law. Because BPN is the one that

can employ and retire PPAT, it needs management and supervision from BPN
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towards PPAT; 2) BPN based on the correct principle, hold the function of

management and supervision towards PPAT to create a land administrative

orderliness law. The certain law principle for the people who is connected with

law before PPAT related to the right on a land area, a building unit and the other

rights registered, give a protection of the law guarantee for every parties. Related

with management and supervision in the law orderliness principle, the law

certainty, the law protection, the management and supervision is a land orderliness

principle law; 3) the land official chief, in conducting supervision and

management towards PPAT, has the authority order from BPN. While BPN as an

institution, gets attribution authority from President as delegated legislator. In

doing its job and obligation, PPAT is responsible to explain everything about its

job to BPN administratively since BPN is an institute that can employ and retire

PPAT. However, if PPAT cannot do its job well, it will get administrative

punishment. For example: temporary retiring or permanent retiring done by BPN

according to the land official chief’s command.

Suggestion: 1) the land official chief, in doing management and

supervision operationally, needs to create a supervision committee institute to

watch over PPAT that consist of the element of PPAT, academic, and

government. It is done to make sure that PPAT can do its job, obligation, and

responsibility as stated in the valid legislation rule, in order to keep the correct

land administrative law, to guarantee the law protection for the society in getting a

certain law for their land rights; 2) the arrangement about PPAT is organized in

the government’s rule. It is partially included in the right responsibility and

building legislation. That is why, the legislation about PPAT should be completed

immediately; 3) it is needed to make a legislation about land affairs that contains

the role and the function of BPN in one of the substations in the norm.

Key words:

Supervision and management principle

Land certificate functionary

National defence institute

Official defence
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